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WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 457 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA JAMINAN KESEHATAN

MASYARAKAT KOTA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit, yang mengamanatkan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab

untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit bagi fakir miskin atau orang tidak

mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. bahwa untuk menjamin pembiayaan pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di

luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat,

Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan

anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2013 Jo. Peraturan

Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

c.  bahwa …
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c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin atau kurang mampu di Kota

Bandung di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan memberikan

kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme

teknisnya, perlu diatur dengan Peraturan Walikota

Bandung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Jaminan

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di

Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota

Bandung Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri ...
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  001 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perorangan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat;

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009
tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

5.  Sekretaris …
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5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota

Bandung.

7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas

Kesehatan Kota Bandung.

8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Bandung.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Daerah.

10. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS

adalah Badan Pusat Statistik Kota bandung.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sarana

pelayanan kesehatan rujukan yang bekerjasama atau

yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat

inap, rawat jalan dan gawat darurat.

13. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat Jamkesmas adalah program dari Pemerintah

Pusat untuk memberikan jaminan pembiayaan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

14. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat

SKM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh

Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan, yang

tercantum dalam daftar masyarakat miskin Kota

Bandung dan bagi masyarakat miskin yang tidak

masuk dalam daftar masyarakat miskin Kota Bandung

harus memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria (kriteria

BPS), diterbitkan oleh Kelurahan dan diketahui oleh

Kecamatan dengan pengesahan dari Kepala Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

(BPPKB) Kota Bandung.

15. Surat Keterangan …
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15. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya

disingkat SKTM adalah Surat Keterangan yang

diterbitkan oleh Kelurahan berdasarkan  pengantar dari

RT/RW dan hasil survey petugas Kelurahan, yang

memenuhi kriteria kurang dari 9 (dari 14 kriteria BPS).

16. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya

disingkat RT/RW adalah Rukan Tetangga/Rukun

Warga di Daerah.

17. Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin/Kurang Mampu adalah Tim yang

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan,

pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian

kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat

miskin atau kurang mampu, yang dibentuk oleh

Walikota.

18. Pelaksana verifikasi adalah pegawai Dinas Kesehatan

atau yang diangkat dan ditugaskan oleh Kepala Dinas

Kesehatan yang bertugas melakukan kegiatan

pemeriksaan dan penilaian klaim yang diajukan oleh

Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bawah

koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu.

19. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung

kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja

atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji

dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu

pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh

PPTK.

20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya

disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKPD kepada pihak ketiga.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh

BUD berdasarkan SPM

22. Masyarakat miskin …
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22. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin dan

tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara

administratif merupakan warga Daerah dan memenuhi

kriteria BPS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah

untuk memberikan arah dan pedoman kerja dalam

pelaksanaan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan

masyarakat miskin atau kurang mampu di luar kuota

Jaminan Kesehatan Masyarakat.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah

untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu di

Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan, melalui

jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan

standar pelayanan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan jaminan pembiayaan pelayanan

ksehatan adalah masyarakat miskin dan kurang mampu di

luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilayani di

Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan di kelas III.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 4

(1) Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2013.

(2) Anggaran …
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(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimanfaatkan untuk:

a. membayar penuh biaya perawatan sesuai pola tarif

Jamkesmas di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan

Rujukan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM

dari awal perawatan atau 2 x 24 jam pada kasus gawat

darurat;

b. membayar cost sharing bantuan pelayanan kesehatan

masyarakat tidak mampu sebesar 70% dari pola tarif

yang ada pada Jamkesmas bagi yang memiliki SKTM

dari awal perawatan atau 2 x 24 jam pada kasus gawat

darurat;

c. membayar cost sharing sampai dengan 20% dari pola

tarif yang ada pada Jamkesmas biaya perawatan

masyarakat di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan

Rujukan yang memohon bantuan dengan mengajukan

SKM atau SKTM lebih dari 2 x 24 jam dalam masa

perawatan.

(3) Persyaratan pelayanan kesehatan yang dapat diklaimkan

oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan

adalah pelayanannya dilaksanakan sesuai prosedur,

dengan ketentuan:

a. dari awal mendapatkan pelayanan kesehatan

menunjukan identitas miskin/tidak mampu  dan

identitas kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan

Kartu Keluarga) kecuali dalam kondisi gawat darurat

diberikan waktu 2 x 24 jam hari kerja;

b. membawa surat rujukan dari Puskesmas sesuai

indikasi medis atau Rumah Sakit yang lebih rendah

tipe kelas-nya, kecuali kondisi gawat darurat dapat

dibuatkan surat keterangan oleh Intalasi Gawat

Darurat Rumah Sakit tersebut;

c. masuk dan dirawat di Fasilitas Pemberi Pelayanan

Kesehatan Rujukan dari awal di kelas III;

d. pasien diperbolehkan pulang dengan terlebih dahulu

mendapat persetujuan tenaga medis.

(4) Anggaran …
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(4) Anggaran jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

termasuk pelayanan  untuk:

a. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk

kosmetika;

b. general check-up dan surat keterangan sehat;

c. pembuatan gigi tiruan;

d. pengobatan alternatif seperti akupuntur, pengobatan

tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti

secara ilmiah;

e. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan

dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi

tabung dan pengobatan impotensi;

f. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat

bencana alam;

g. pelayanan kesehatan pada kegiatan bakti sosial;

h. pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien

yang sudah memiliki jaminan kesehatan sosial

lainnya, seperti: Asuransi Kesehatan, Jaminan

Kesehatan Masyarakat, Asuransi Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan

Jaminan kesehatan lainnya yang sejenis.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 5

Pencairan anggaran untuk jaminan pembiayaan pelayanan

kesehatan masyarakat miskin/kurang mampu diluar kuota

Jamkesmas, diatur dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan

memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian

mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim

ditandatangani Direktur atau Pimpinan kepada

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan;

2. Kelengkapan …
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2. Kelengkapan dokumen administrasi untuk penggantian
biaya/klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan
Rujukan dilampiri hal-hal, sebagai berikut:
a. surat pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan

masyarakat miskin/kurang mampu diluar kuota
Jamkesmas dari Rumah Sakit yang ditandatangani
direktur;

b. berita acara verifikasi berkas pelayanan kesehatan
masyarakat miskin/kurang mampu diluar kuota
Jamkesmas;

c. surat pernyataan telah diverifikasi oleh verifikator;
d. daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
e. surat pernyataan dari Fasilitas Pemberi Pelayanan

Kesehatan Rujukan yang menyatakan telah
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
miskin/kurang mampu diluar kuota Jamkesmas;

f. surat pernyataan tanggung jawab Direktur Rumah
Sakit;

g. surat pernyataan pengajuan klaim;
h. Berita Acara Pembayaran;
i. kwitansi;
j. referensi Bank;
k. surat jaminan pembiayaan kesehatan pasien yang

dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit
Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Darmais;

l. Perjanjian Kerja Sama.
3. Klaim yang sudah diajukan akan diverifikasi oleh Tim

Verifikasi Dinas Kesehatan, apabila dalam proses
verifikasi masih ada perbaikan klaim maka berkas akan
dikembalikan untuk proses perbaikan (revisi);

4. Klaim yang sudah disetujui disampaikan kepada pejabat
pelaksana teknik kegiatan untuk diproses pembuatan
SPP-LS dan SPM-LS oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan
SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka
4 kepada Sub Bagian Keuangan Dinas kesehatan untuk
diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk
disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah;

6. Berdasarkan …
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6. Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada

angka 4 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mengeluarkan SP2D;

7. Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada

angka 6, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mentransfer dana ke bank sesuai dengan kode rekening

Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

8. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat

mengambil SP2D di Sub Bagian Keuangan Dinas

Kesehatan sebagai pertanggungjawaban;

9. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan wajib

menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah

dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat

miskin/tidak mampu yang telah dilayani kepada Dinas

Kesehatan;

10. Besaran klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan
nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin dan
menggunakan pola tarif yang telah ditetapkan dalam
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat.

11. Pelayanan atau tindakan yang diberikan kepada pasien
melebihi besarnya dana yang telah ditetapkan dalam
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat menjadi tanggungan Fasilitas Pemberi
Pelayanan Kesehatan Rujukan.

12. Pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan masyarakat
miskin yang telah diberikan dilakukan setiap bulan
paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya atau
ditetapkan dengan ketentuan lain.

13. Apabila masyarakat miskin telah mendapatkan
pelayanan kesehatan dari Fasilitas Pemberi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan tidak dapat dibayarkan pada
Tahun Anggaran 2013,  maka pengajuan klaim untuk
bulan yang tidak terbayarkan tersebut diajukan pada
Tahun Anggaran berikutnya.

14. Klaim yang dibayarkan kepada Fasilitas Pemberi
Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sebagai
penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat
miskin yang belum terbayarkan sampai dengan
November tahun 2013 selama persediaan anggaran
masih ada.

Pasal 6 …
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Pasal 6
Skema pelaksanaan mekanisme pencairan klaim Jaminan
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di
luar Kuota Jamkesmas di Fasilitas Pemberi Pelayanan
Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dan format persyaratan administrasi tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

(1) Fasilitas Pemberi Pelayaan Kesehatan Rujukan Wajib

menyediakan dan menggunakan tempat tidurnya untuk

perawatan masyarakat miskin di kelas III.

(2) Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan wajib

memberikan informasi yang benar tentang jumlah

tempat tidur yang tersedia setiap harinya dan pelayanan

yang tersedia kepada masyarakat di bagian informasi

dan pendaftaran pasien.

(3) Dalam hal pelayanan gawat darurat, maka Fasilitas

Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan wajib

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

tanpa mempersyaratkan uang muka dan admistrasi.

(4) Dalam hal tempat tidur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sudah penuh, maka Fasislitas Pemberi

Pelayanan Kesehatan Rujukan tersebut melaksanakan

rujukan ke Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan

Rujukan lainnya yang setara (rujukan horizontal) atau

yang lebih tinggi (Rujukan vertikal) dengan

mengutamakan keselamatan pasien, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-perundangan tentang

tata cara merujuk.

(5) Fasilitas …
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(5) Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan  wajib

memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,

antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan

kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan

Rumah Sakit.

(6) Semua kasus penyakit, sesuai dengan jenis penyakit

yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat pada masyarakat miskin ditangani sesuai

dengan standar pelayanan yang berlaku.

(7) Pelayanan yang diberikan pada pasien di Fasilitas

Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi semua

formularium obat, jenis paket dan tarif pelayanan yang

sama dengan yang diberikan oleh program Jaminan

Kesehatan Masyarakat.

(8) Dalam hal kelancaran pemberian pelayanan, instalasi

farmasi Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan

wajib menyediakan semua formularium obat

sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB VII

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai

dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dan secara teknis dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/kurang

mampu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab terhadap

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Walikota ini.

(2) Pelaksanaan …
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(2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis

dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu.

(3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan secara

berkala atas pelaksanaan jaminan pembiayaan

pelayanan kesehatan masyarakat miskin/kurang

mampu kepada Walikota.

Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan program jaminan

pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat

miskin/kurang mampu di luar kuota Jamkesmas.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan yang telah

memberi pelayanan kesehatan masyarakat miskin/kurang

mampu sebelum diundangkanya Peraturan Walikota ini,

mengajukan klaim sebagai penggantian biaya pelayanan

kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Walikota ini.

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka

Peraturan Walikota Bandung Nomor 423 Tahun 2012

tentang Petunjuk Teknis Belanja Hibah Kesehatan (Bawaku

Sehat) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 …
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Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Mei 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina

NIP. 19610625 198603 1 008


